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PEIUERII{TAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN MANTIS

ji. Raya Paiumbon Desa Citamiang Kec. lvianiis Kab. Purwakmta-4ii66

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT MAhIIIS
Nomor : lOOl /SK-IKI/2023

Tentang

INDIKATOR KINER.IA INDIYIDU
KECAMATAFI MANIIS

KABTJPATEN PURWAKARTA TAIITJN 2023

CAT{AT MANUS

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamdan Maniis
Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu ( IKI ) bagi
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamalan Manirs;

b. bahwa penetapan lndrkator Kinega lndrvrdu ( lKf ) sebagarmana dimaksud pada

oada huruf a periu <iia*r <ian ditetapi;ar dengan Keputusa;: Camat Kecamatan
Maniis;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten

dalarrr Lirrgkungan Provirrsi Jaw'a Barat (Berita Negara Republik indonesia Taliun
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tentalg Pernb€ntukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proyinsi Jawa Bard (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan L,embaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 2851):

2. Undang-Undang Nomor I I ahun 'zU.)y'., tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Nesa:'a Repuhlik lnrionesia'l'ahrrn 2{X}9 Nnmor lI2 'l'amhahan Nesara Renuhhl<

Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tarnbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5587) sehgaimana tetah diubah dengan Peraturan
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Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tunbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5 5 89);

7. Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Shndar Pelayanan Mrnrmal (Lembaran Negara Repubhk lndonesra
T*hrrn TitCti Nnmnr l iil Tnmh*he* i cmhqrqn himqrq iien ririiL Tnrinap<ia \i^

4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahaii Lembaran Negara Republik
r-J^-^^;- NI^-^- ,{ <O/\.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembran Negara Republik lndonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l4);
l0 Perahrran Pernerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

lndonesra I ahun 2006 Nomor 96, I ambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4663);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
tvrJlt

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menterr Dalam Negerr Nomor 2lTahun 201l, tentang Perubahan
-r'arirro Atec Pagnrron itrionteri T-r*icm hlpopri 'Ninmnr i ? Tqhrrr -ll^x^th tcnfqno

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Feraturan Llenteri iiegara Penday-agunaai'i Aparatur Negara Nomor
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16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apardur Negara dan Reformasi

Birokarasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 terftang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerj4
Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

17 . Peraturan Daerah Kahupaten Punvakarta Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun

20tE-20123

18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor l8l Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas . Fungsi dan Tata Kerja Kecamdan



Menetapkan
KESATU

KEDTIA

KETIGA

KEEMPAT

Indik*or Kineqa Individu Kecamatan Maniis Kabupden Purwakarta Tahw 2023,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Indik*or Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan
Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Analisi Jabatan Kecamatan Maniis
K*lrr r iufeir ft i nxi.rl-*rtq

Indikator Kinerja Individu seb4gaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan
acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian
kinerja di lingkungan Kecamatan Maniis.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tlifpfo*L-qn .t\,{q,riis

Padatanggal ; Januari 2023
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